PERLUASAN KEWENANGAN
DI REVISI UU TNI DAN RUU
POLRI, JADI BALIK LAGI KE
ORDE BARU?
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Hadeh, polisi dan TNI bukannya menjaga keamanan
malah melakukan kekerasan kepada masyarakat
sipil??
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TNl juga banyak terlibat dalam berbagai kasus. Misalnya,
penganiayaan dan penghilangan nyawa seorang yang diduga
menjual obat-obatan ilegal, Imam Masykur, oleh tiga oknum
TNI dan Paspampres (2023).
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Selain itu, kita juga nggak
jarang lihat atau dengar
berita soal penganiayaan
warga sipil di Papua oleh

oknum-oknum TNI.

Sering terjadi tapi apa upaya tegas

untuk menghapuskan kekerasan
terhadap warga sipil?



REVISI UU TNI DAN UU POLRI

Di tengah maraknya berbagai kasus penganiayaan oleh oknum
TNI dan Polri, wacana revisi UU No0.34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU No.2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang
saat ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru terkait

perluasan wewenang TNl maupun Polri.

Dalam revisi UU Polri, pasal yang mendapat sorotan adalah
terkait kewenangan dalam penindakan, pemblokiran,
pemutusan dan perlambatan akses ruang siber. Hal ini
berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan

membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.




PERTUASANKEWENANGAIN
INPOAN UL

Pasal yang mendapat sorotan pada revisi UU TNI
yaitu perubahan pasal terkait perluasan
penempatan prajurit TNl aktif di kementerian dan
lembaga non kementerian sehingga perannya
dapat lebih luas serta dapat berkarir di
kementerian (menduduki jabatan sipil).

Pasal-pasal tersebut malah memberikan

kewenangan yang berpotensi disalahgunakan
& A&

oleh kepolisian dan TNI, apalagi dalam RUU yang

dirancang tidak ada pengawasan yang jelas

o

i

v v terhadap kewenangan Polri dan TNI.

Ditambah sejumlah fakta kekerasan yang dilakukan oleh TNI
dan Polri acapkali lolos dari sanksi tegas dan terus berulang.
Kalau seperti ini jelas sekali kan menunjukkan bahwa ada
upaya mengembalikan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.



APA SIH DWIFUNGS! ABR

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

]

merupakan salah satu kebijakan Orde Baru vyang
LG EIR Elmiliter tidak hanya menjalankan fungsi

pertahanan keamanan negara tapi juga terlibat langsung

dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi.

Berkembangnya dwifungsi ABRI pada saat itu membuat
militer sangat dominan dalam kehidupan sosial-politik
Indonesia. Mereka (militer) turut mengisi kursi-kursi eksekutif
maupun legislatif, dan masuk ke partai politik (Golkar pada
masa itu), hingga sistem pemerintahan saat itu berubah
menjadi rezim yang lebih otoriter dengan dalih menjaga

stabilitas politik demi berjalannya pembangunan.



Namun, meski kekuasaan militer
sejak reformasi sudah mulai
dipisahkan dari urusan-urusan
sipil, dwifungsi ABRI yang
berlangsung kurang Ilebih 30
tahun terlanjur mengakar dan
mempengaruhi sistem
perpolitikan di Indonesia hingga
saat ini.
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Bahkan dapat kita lihat sekarang ini banyak mantan perwira
atau pensiunan militer masih duduk di jabatan-jabatan sipil,
yang dapat diartikan bahwa kalangan militer masih dibiarkan

untuk memperoleh pengaruh politik di dalam pemerintahan.
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